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Abstract 

Konsekuensi akhir dari terjadinya perceraian orang tua adalah munculnya kewajiban 
memelihara anak-anak yang lahir hasil dari perkawinan tersebut. Kedua orang tua 
wajib memelihara, melindungi, dan menjaga anaknya hingga dewasa. Sayangnya 
banyak sekali kasus setelah terjadinya perceraian hak-hak anak yang wajib dipenuhi 
oleh orang tua pasca perceraian tidak seluruhnya dipenuhi.  
Hasil penelitian yaitu hak anak dan kewajiban orang tua dalam Pasal 41 huruf A 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang 
hak asuh anak pasca perceraian yaitu bahwa apabila anak masih berusia di bawah 12 
tahun maka ibu menjadi orang yang lebih berhak mengasuh anak dan ayah tetap 
diberikan kesempatan untuk mengunjungi anak tersebut. Kemudian faktor 
penghambat dalam relevansi penerapan terhadap Pasal 41 Huruf A Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak 
pasca perceraian yaitu (1) Tidak bersedia melaksanakan putusan hakim, (2) Jarak 
tempat tinggal dengan anak sangat jauh, (3) Orang tua kawin lagi, (4) Kemampuan 
orang tua terbatas, (5) Orang tua yang terpisah tidak diperbolehkan untuk 
mengunjungi anaknya, dan (6) Orang tua yang terpisah tidak perduli terhadap anak 
atau melepaskan tanggung jawab. 
Saran yang diberikan yaitu perlu hendaknya orang tua setelah bercerai tetap 
memperhatikan hak-hak anak terpenuhi secara layak, kemudian hendaknya pasangan 
suami istri berkomunikasi yang baik sehingga perceraian dapat dihindarkan guna 
kepentingan terbaik bagi anak serta perlu kiranya merevisi Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam, sebab dirasa tidak lagi mampu mengikuti perkembangan 
masyarakat dewasa ini. 

 

Keywords: Tinjauan Yuridis; UU Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; Hak Asuh 

Anak; Perceraian. 
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A. Introductions 

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan 

generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak 

sedikit perkawinan yang putus di tengah jalan akibat adanya perceraian. 

Perceraian yang hadir di tengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan 

tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki 

manusia, tiada orang yang tahu, manusia hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang 

menentukan, sama halnya dengan “perceraian” itu sendiri.  

Akibat paling yang paling memprihatinkan dan mengkhawatirkan dari 

terjadinya suatu perceraian adalah mengenai perkembangan psikologis anak-

anak akibat berpisahnya kedua orang tuanya, disertai dengan perebutan hak 

asuh anak hingga penelantaran terhadap anak setelah terjadinya perceraian.  

Pasangan suami istri yang menghadapi masalah di dalam kehidupan 

rumah tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari 

pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari 

pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat 

dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri 

rumah tangga mereka dengan jalan melakukan perceraian yang dilakukan di 

dalam sidang pengadilan, sebab apabila tanpa melalui sidang pengadilan, maka 

secara hukum perceraian tersebut tidak dianggap sah.  

Maka oleh karena itu setiap perkawinan yang sah dan telah tercatat hanya 

dapat diakhiri dengan mekanisme perceraian melalui Sidang Pengadilan, baik di 

Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. 

Mengenai pemeliharaan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua 

ini telah diatur  dalam Pasal 41 Huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi 

Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yang menyatakan bahwa : 

Pasal 41 UU Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:  

1. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. 

Pasal 105 KHI 

Dalam hal terjadinya perceraian: 

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya; 

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya 

Sayangnya, berdasarkan amanat Pasal 41 Huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105 

KHI, setelah Putusan Pengadilan ditetapkan, seringkali putusan tersebut tidak 

terlaksana sepenuhnya, misalnya Ibu atau Bapak tidak memelihara dan mendidik 
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anak-anaknya dengan baik, salah satu pihak dihalang-halangi untuk bertemu 

anak-anaknya yang dipelihara oleh pihak lain atau Bapak/Ayah yang 

menelantarkan anaknya dengan tidak menanggung biaya pemeliharan anak 

hingga ia dewasa.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas dan kemudian menuangkannya dalam bentuk penelitian tesis dengan 

judul “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak 

Pasca Perceraian”. 

 

B. Findings and Discussion 

Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak 

Asuh Anak Pasca Perceraian 

Hukum perceraian dalam Islam tidak hanya satu saja, bergantung kepada 

kondisi dan faktor yang melingkupinya. Berikut adalah hukum-hukum yang 

berkenaan dengan perceraian dalam Islam. 

1. Makruh  

Hukum perceraian bisa bernilai makruh yaitu jika suami menceraikan istrinya 

atau istri meminta cerai pada suami tanpa ada sebab yang jelas. Hal ini tentu 

menjadi suatu yang makruh untuk dilakukan karena bagaimanapun komitmen 

pernikahan haruslah dipertahankan dan jangan sampai terpecah hanya karena 

alasan yang tidak jelas. Bagaimanapun komitmen adalah seperti janji, jika tanpa 

sebab dan alasan yang jelas khawatirnya malah merugikan salah satu pihak atau 

salah satu keluarga 

2. Wajib 

Hukum perceraian bisa menjadi wajib ketika istri atau suami melakukan sesuatu 

yang keji dan mungkar, tidak mau bertaubat dan mengakui kesalahan, serta 

tidak bisa untuk berubah. Hal ini tentu saja menjadi satu yang merugikan dan 

juga tidak baik untuk keharmonisan rumah tangga. Begitupun bagi mereka yang 

sering sekali konflik dan juga tidak bisa untuk diproses secara damai, 

menumbuhkan cinta dan kasih sayang 

kembali, maka lebih baik cerai dan bisa jadi hukumnya adalah wajib. 

1. Haram  

Hukum perceraian bisa menjadi haram jika isti sedang pada masa haid atau nifas. 

Begitupun saat istri pada masa suci dan suami telah melakukan hubungan suami 

istri. Saat ini maka haram untuk menceraikan istri apalagi jika tujuannya adalah 

istri tidak menuntut harta. Begitupun juga, diharamkan jika suami melakukan 

talak yang lebih dari satu kali. 
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2. Mubah 

Hukum cerai bisa menjadi mubah ketika percerian keadaan rumah tangga atua 

pernikahan malah semakin mudaharat, sulit untuk ditengahi masalahnya, dan juga 

membawa dampak yang buruk bagi kondisi keluarga. Sekali lagi tentunya hal ini 

harus dipikirkan baik-baik dan diukur oleh kedua belah pihak, agar keputusan 

yang diambil dapat maslahat tanpa ada efek yang buruk. Khususnya bagi anak 

anak dan keluarga besar. 

Kemudian agar terhindar dari perceraian, maka tentunya kita harus berpikir dan 

mencari solusinya. Kembali lagi, bahwa tidak ada yang menginginkan terjadinya 

perceraian. Untuk itu, proses menuju perceraian haruslah dihindari dan jangan sampai 

dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Berikut adalah hal-hal yang bisa 

dilakukan agar menghindari perceraian sesuai dengan ajaran Islam yaitu : 

1. Menentukan visi dan misi keluarga 

Adanya visi dan misi dalam sebuah keluarga adalah hal yang paling penting 

dan tidak boleh terlewat. Sejak sebelum nikah hingga menikah visi, misi, orientasi 

berkeluarga dari masing-masing pasangan adalah hal wajib dilakukan. Tanpa ada 

visi dan misi tentunya kita sulit membuat orientasi, menurunkan aktivitas atau 

kinerja kita terhadap keluarga. 

Visi dan misi yang sama tentu akan menjaga masing-masing pasangan untuk 

terus bertahan sekaligus menjaga agar orientasi berkeluarga selalu dapat diproses 

dengan baik walaupun tidak mudah dalam mencapai visi dan misi. Tetapi, justru 

dengan visi dan misi keluarga inilah kita bisa belajar bersama dan terus berprosses 

ke arah yang lebih baik lagi. Perceraian pun terhindari untuk dilakukan. 

2. Memelihara cinta dan kasih sayang lewat aktivitas bersama pasangan 

Cinta dan kasih sayang yang dipelihara tentunya akan menjaga juga rumah 

tangga yang kita bangun. Untuk itu, wajib bagi suami dan istri untuk memelihara 

cinta dan kasih sayangnya. Tanpa ada cinta dan kasih sayang tentunya akan sulit 

mempertahankan rumah tangga, mungkin juga rasanya akan hambar karena 

minimnya rasa kasih dan cinta. 

Untuk itu, menghindari hal perceraian, kita bisa menjaga cinta juga kasih 

sayang kita kepada pasangan pernikahan kita lewat aktivitas bersama dan saling 

mensupport satu sama lain. Benih-benih cinta tentunya akan hadir jika kita 

bersama-sama bahkan setiap konflik yang dilakukan akan mudah untuk 

dihentikan. 

3. Memiliki manajemen emosi yang baik dari masing-masing pasangan 

Ucapan talak untuk sebuah perceraian biasanya dilakukan dengan cara yang 

emosi. Jangan sampai kita melakukan ucapan talak atau melakukan perceraian 

ketika dalam keadaan konflik, emosi, atau benar-benar sulit untuk berpikir secara 

jenih. Jika konflik atau pertengkaran sedang terjadi, maka segeralah menenangkan 

diri dan jangan sampai kita membuat keputusan. 

Pikiran yang sedang buruk, emosi, dan juga konflik membuat setan sangat 

mudah untuk mengelabui kita. Setan akan mudah untuk mengelabui dan 

menggoda manusia karena perbuatan kita sendiri. Untuk itu, pergilah, 
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berwudhulah, dan jangan ambil keputusan bercerai saat kita belum memikirkan 

dan menghitung dampak yang terjadi setelahnya. 

4. Paradigma yang benar terhadap pernikahan dalam Islam  

Jika masing-masing pasangan memiliki paradima yang benar terhadap 

pernikahan, maka kita tidak akan sulit untuk membangun keluarga. Masing-

masing akan tahu bahwa pernikahan tidak selalu berjalan mulus ada banyak 

godaan dan hambatan. Untuk itu, paradigma pernikahan sejak awal menikah 

bahkan pra menikah sudah benar-benar dipikirkan dan disamakan. Hal ini akan 

menghindari kita dari perceraian. 

5. Mengenal masing-masing pasangan secara baik dan benar 

Walaupun sudah menikah sering kali pasangan tidak benar-benar mengenal 

dan belum mengenal pasangannya secara menyeluruh. Untuk itu, segeralah 

memahami pasangan mengenai hal-hal baiknya dan buruknya. Biasanya bagi 

mereka yang tidak benar-benar memahami suami atau istrinya, hanya mengenal 

baiknya saja sering merasa menyesal dan akhirnya konflik berkepanjangan hanya 

gara-gara hal yang sepele. 

 

Selanjutnya hak anak dan kewajiban orang tua dalam Pasal 41 huruf A Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak 

Asuh Anak Pasca Perceraian dapat dipilah sebagai berikut :  

 

1. Hak Anak  Dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian 

Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebab tidak ada kata/kalimat yang spesifik dalam 

ketentuan tersebut yang mengatakan mengenai hak asuh anak. Hanya saja pada Pasal 

45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa 

: 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya. 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak 

itu kawin atau dapat berdiri se[ndiri kewajiban mana berlaku terus meskipun 

perkawinan antara kedua orang tua putus. 

 

Mengacu pada ketentuan Pasal 156 huruf (a) KHI menyebutkan : anak yang belum 

mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah 

meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:  

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. 

2. Ayah. 

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.  

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.  

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 
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Walaupun di dalam KHI telah jelas mengatur bahwa hak asuh anak di bawah 

umur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun hal ini bukan berarti meniadakan atau 

menghapus hak bapak 

 

Walaupun di dalam KHI telah jelas mengatur bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 

tahun adalah hak ibunya. Namun hal ini bukan berarti meniadakan atau menghapus 

hak bapak untuk mengasuh anak kandungnya pasca perceraian dengan isterinya, 

meskipun dalam penerapannya di lapangan kerap terjadi di mana hak seorang bapak 

untuk bertemu dengan anak yang merupakan hak anak juga tidak diberikan secara 

penuh oleh ibunya dikarenakan keegoisan dan ketakutan sang ibu sebagai pemegang 

hak asuh anak, sehingga tanpa sadar sang ibu sebagai pemegang hak asuh menjadi 

penghalang dalam pemenuhan hak anak untuk bertemu dan bermain serta 

berinteraksi dengan ayahnya.  

Dalam pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap hak asuh 

anak pasca perceraian menurut teori yang dikemukakan oleh Syarifuddin yang 

menjelaskan bahwa :  

Menurut Syarifuddin, konsekuensi akhir dari terjadinya perceraian orang tua adalah 

munculnya kewajiban memelihara anak-anak yang lahir hasil dari perkawinan 

tersebut. Kedua orang tua wajib memelihara, melindungi, dan menjaga anaknya 

hingga dewasa. Kewajiban memelihara anak setelah perceraian dalam istilah Fiqih 

disebut hadhanah. Pengertian hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil 

setelah terjadinya putus perkawinan. 

 

Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa terdapat tiga bidang pemeliharaan 

anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi 

anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan 

pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Ahmad Rofiq 

memperluas lagi runag lingkup pemeliharaan anak selain sebagaimana yang telah 

disebutkan di atas. Menurutnya persoalan ekonomi dan hal lainnya yang diperlukan 

oleh anak wajib diberikan kepadanya. 

 

Berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Syarifudin dan Wirjono Prodjodikoro, 

pemenuhan hak anak serta pelaksanaan kewajiban orangtua merukapan bersifat 

mutlak walaupun sudah terjadinya perceraian, perlindungan terhadap hak anak 

merupakan kewajiban dari orangtuanya walaupun ikatan perkawinannya telah putus, 

sehingga anak tetap dapat tumbuh dengan kasih sayang yang baik. 

 

Berdasarkan Pasal 105 KHI kiranya jelas bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak 

menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai 

anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Kemudian apabila melihat 

Pasal 105 huruf C, terkadang pelaksanaannya atau eksekusinya tidak dapat berjalan 

dengan baik denagn sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang yang menjadi hak 
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dari anak, terlebih pada masa saat ini terjadi pandemi korona ini, hal ini erat berkaitan 

dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan biaya kebutuhan hidup, di mana si 

Bapak yang sebelumnya mampu memberikan biaya pemeliharaan namun akibat 

pandemi ini kemudian si Bapak tidak mampu untuk memberikan biaya pemeliharaan 

sebagaimana putusan pengadilan sehingga hal ini menjadi dilema tersendiri bahwa 

hak anak untuk memperoleh biaya pemeliharaan dari Bapaknya tidak terpenuhi 

sepenuhnya. 

Pengasuhan anak oleh Bapak di dalam aturan positif sebagaimana tertuang dalam KHI 

merupakan pilihan kedua bagi Majelis Hakim setelah si Ibu dinilai tidak sanggup atau 

kurang baik untuk diberikan hak asuh anak karena pertimbangan kemaslahatan 

tumbuh kembangnya anak yang lebih baik untuk kedepannya. Pelimpahan hak asuh 

anak kepada bapak juga dijadikan alternatif pilihan setelah ibunya dinyatakan telah 

meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 butir (c) KHI disebutkan 

bahwa bapak dapat menjadi pengasuh dari anaknya apabila si ibu telah meninggal 

dunia dan perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu sudah tidak ada 

lagi.  

Menurut pendapat penulis bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas 

menunjukkan bahwa ibu adalah orang yang berhak mengasuh anak, namun pada 

tataran empiris putusan hakim sangat beraneka ragam. Sebagian putusan hakim 

memberikan hak asuh kepada ibu, dan tidak menutup kemungkinan hakim 

memberikan hak asuh anak kepada ayah. Pemberian hak asuh tersebut dikarenakan 

adanya fakta-fakta yang disampaikan ke persidangan oleh kedua belah pihak. 

1. Kewajiban Orang Tua  Dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak Pasca 

Perceraian 

 

Pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak tidak terputus 

akibat perceraian, maka yang terpenting adalah hubungan antara anak dengan orang 

tua untuk dapat memberikan perlindungan masih terus berjalan dan dijamin oleh 

undang-undang. Tanggung jawab  pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, 

baik orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena 

perceraian. 

Sekalipun terjadi perceraian dalam perkawinan dan terpisahnya orang tua dengan 

anak, tetapi orang tua tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya selayaknya 

sebelum terjadi perceraian. Di mana tanggung jawab orang tua terhadap anak 

diwujudkan dengan : 

a. Memelihara dan merawat anak 

 Kedua orang tua tetap memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa dan 

sudah mampu untuk mengurus dirinya sendiri.  

b. Menjaga anak dari segala bahaya 
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Kedua orang tua menjaga dan melindungi anak dari hal yang membahayakannya 

dan jika anak takut atau sakit, orang tua segera menghibur dan berusaha 

mengobatinya. 

c. Memberi nasehat 

Kedua orang tua tidak dibenarkan memberi arahan kepada anak tentang hal-hal 

yang tidak benar atau saling menyalahi antar orang tua, melainkan memberikan 

nasehat yang baik dan benar sesuai ajaran agama maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku, agar anak kelak menjadi orang yang baik dan benar 

hingga dapat membanggakan kedua orang tua, di samping anaknya mampu 

membantu dan berbakti kepada kedua orang tuanya. 

d. Mendidik Anak 

Di samping memberikan nasehat, kedua orang tua tetap harus mendidik anaknya 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, bakat dan mentalnya serta ditopang 

dengan biaya pendidikan anak di sekolah. 

e. Memenuhi segala kebutuhan anak 

Selain itu, ada lagi hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya, 

seperti memberi makan, pakaian dan kasih sayang seutuhnya. 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka 

pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau masih di bawah umur 12 tahun adalah 

hak penuh ibu. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. 

Oleh karena itu. untuk dapat menyelesaikan sengketa siapa yang berhak mengasuh 

anak akibat perceraian dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan 

namun apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk 

menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh. 

Hak anak dan kemudian hal ini menjadi kewajiban orang tua sebagaimana 

dirumuskan di dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dijelaskan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”. 

Oleh karena itu, tidak sedikit dari perkara perceraian kemudian timbul masalah baru 

yaitu perebutan hak asuh anak atau hadhanah. Tanpa disadari hal ini sangat 

berpengaruh besar bagi perkembangan psikologis anak bahkan sampai 

berkepanjangan seperti trauma. Tidak jarang juga akibat perceraian ini anak menjadi 

terlantar, kurang kasih sayang karena buruknya pengasuhan salah satu orang tua yang 

menjadi pemegang hak untuk mengasuh. 

Kewajiban orang tua sebagaimana dirumuskan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 

tentang hak asuh anak dalam hal terjadinya perceraian bahwa : 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah 
hak ibunya; 
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b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih 
diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.  

Namun di samping itu, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 
seseorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, 
keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan dari saudara kandung yang telah dewasa 
atau pejabat yang berwenang, dalam keputusan pengadilan dalam hal-hal : 
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang 

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, 
keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa 
atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:  
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.  
b. Ia berkelakuan buruk sekali.  

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk 
memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.  

Ketentuan Pasal tersebut ternyata masih memberikan kewajiban kepada orang tua 
yang telah diputus kuasa hak asuhnya. Adapun yang dapat dinyatakan tidak berhak 
untuk dapat mengasuh anaknya sebagai berikut : 
a. Orang tua pemabuk dan tidak bertanggung jawab.  
b. Orang tua yang hilang ingatan. 
c. Menelantarkan anak-anaknya. 
d. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat 

 

C. Conclusion 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan 
yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Hak anak dan kewajiban orang tua dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh 
anak pasca perceraian yaitu bahwa apabila anak masih berusia di bawah 12 tahun 
maka ibu menjadi orang yang lebih berhak mengasuh anak. Meskipun ibu lebih 
berhak seorang ayah tetap diberikan kesempatan untuk mengunjungi anak 
tersebut tanpa adanya penghalang ataupun di haling halangi oleh ibunya sebagai 
pemegang hak asuh anak yang telah di tetapkan oleh putusan majelis hakim. Selain 
itu, seorang ayah berkewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan 
anak hingga dewasa atau mandiri, sebagai pemenuhan terhadap kewajiban dan 
hak anak sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

2. Faktor penghambat dalam relevansi penerapan terhadap Pasal 41 Huruf A 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 
tentang hak asuh anak pasca perceraian yaitu (1) Tidak bersedia melaksanakan isi 
putusan, yaitu pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan, (2) Jarak 
tempat tinggal dengan anak sangat jauh menyebabkan sulit bagi orang tua 
(terutama bagi Bapak) yang terpisah untuk selalu mengunjungi, mengawasi dan 
menjaga anaknya hingga mengirimkan biaya pemeliharaan anak, (3) Orang tua 
kawin lagi, sehingga lebih mementingkan mengurus keluarganya yang baru dari 
pada anaknya yang terpisah, (4) Kemampuan orang tua terbatas, karena tingkat 
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ekonominya terbatas sulit untuk membiayai segala hal yang dibutuhkan oleh anak, 
(5) Orang tua yang terpisah tidak diperbolehkan untuk mengunjungi anaknya, dan 
(6) Orang tua yang terpisah tidak perduli terhadap anak atau melepaskan 
tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkannya.  

Pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap hak asuh anak 

pasca perceraian sebagaimana amanat Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan suatu gambaran dari 

perwujudan teori kepastian hukum sebagaimana yang telah dikemukakan Gustav 

Radbruch  di mana ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna 

kepastian hukum, yaitu :  

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. 

Hal ini telah sejalan dengan aturan yang ada terkait dengan permasalahan hak asuh 

anak pasca perceraiain dimana, didalam hukum positif di Indonesia telah diatur 

dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi 

Hukum Islam, yang telah memuat mengenai pengaturan hak asuh anak pasca 

perceraian, walaupun dalam penelitian penulis dan hasil wawancara dengan 

narasumber sumber hukum ini belum lah secara tegas mengatur secara kuat tentang 

hak dan kewajiban serta pelaksaannya secara rinci tentang hak asuh anak pasca 

perceraiain. 

2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan yang 

terjadi, berkaitan dengan hal tersebut fakta yang terjadi berdasarkan hasil penelitian 

penulis dan hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber dalam pelaksaannya 

penetuan hak asuh anak harus yang dilakukan oleh hakim pada pengadilan yang 

berwenang mengacu pada beberapa pertimbangan khusus yang berkaitan dengan 

kemaslahatan dan kebaikan dari tumbuh kembang anak tersebut, walapun anak 

dibawah usia balita sangat bergantung kepada ibunya namun apabila ditemukan 

fakta bahwa ibunga tidak dapat mengurus dan menjadi contoh yang baik bagi anak 

tersebut maka hak asuhnya akan diberikan kepada ayahnya, selain itu pemenuhan 

kebutuhan anak juga harus dilakukan oleh kedua orangtuanya baik Ibu atau Bapak 

memiliki kewajiban untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan 

caranya masing-masing, artinya bisa saja ibu yang memelihara sedangkan bapak 

memberikan sejumlah biaya tertentu secara kontinyu yang ditujukan bagi 

pemeliharaan dan pendidikan si anak hingga anak tersebut mandiri/dewasa, 

sehingga pemenuhan terhadap unsur kedua ini dapat terpenuhi. 
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